PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! BELITUNG TIMUR,

v

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuahgan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38513;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat
dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Balltung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43103;



10.

11,

12,

13.

13.

14,

15,

16,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneasia Nomor 4548);

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578y

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tentang Peta
Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri
Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Hibah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tshun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ODaerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Opersional;



Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2006
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TEMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalarmn Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni
angka 16 a dan angka 16 b sehingga berbunyi sebagai berikut :

16a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan
datam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan
Anggota DPRD.

16b.  Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan
kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD sehari~hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

17. Tunmjangan Kesejahteraan adalah tunjangan vang disediakan
berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian
dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan perigngkapannya,
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi
Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 14

Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
8. uang representasi;

tunjangan keluarga;

tunjangan beras:

uang paket;

tunjangan jabatan;

poogo



TGO

tunjangan panitia musyawarah;
tunjangan komisi;

tunjangan panitia anggaran;
tunjangan badan kehormatan; dan
tunjangan alat kelengkapan lainnya.

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

"Pasal 14A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 14,
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain
berupa Tunjangan Komunikasi Intensif,

Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Operasional Pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
bertkut :

(1)
(2)

(3

(4)

(3)

"Pasal 15

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.

Besarnya Uang Representasi Ketua setara dengan Gaji Pokok
Bupati yang ditetapkan Pamerintah.

Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80%
{delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh
puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Dihapus.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

“Pasal 15A

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan
Tunjangan Beras.

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku
pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 5 (ima) pasal, yakni Pasal 184,

Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

"Pasal 1BA

Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14A mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah,



(2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja
penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dan tidak
untuk kepertuan pribadi.

"Pasal 18B

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1BA ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

a. tinggi;

b. sedang; dan

¢. rendah.

“Pasal 18C

(1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a, Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan
paling banyak 3 {tiga) kali vang representasi Ketua DPRD.

(2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1BB huruf b, Tuniangan
Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan
paling banyak 2 {dua) kaii uang representasi Ketua DPRD,

(3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B huruf ¢, Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan
paling hanyak 1 {satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

“Pasal 18D

(1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B huruf a, Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 6
(enam) kaili uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 {empat)
kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

(2) Bagi deserah dengan kemampuan keuangan daerah sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b, Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 4
(empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2% (dua
seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua
DPRD.

(3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B huruf ¢, Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 2 (dua)
kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 112 (satu seperdua)
kali jumiah vang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

"Pasal 18F

(1} Tuniangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalarm Pasal
14A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

(2} Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007,



8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 19

(1} Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada APBD,

(2} Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A
dibebankan kepada vang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunvyi sebagai berikut ;
"Pasal 26

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak
dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka
sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi.

(2} Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam
menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka
sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi,

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah
yvang besamya ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;
"Pasal 29

(1} Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD
yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal
21 dan tunjangan kesejahteraan serta belania penunjang kegiatan
DPRD yang diformulasikan ke daleam Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD,

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
gapggé 14, Pasal 14A, Pasal 24 dan Pasal 26 dianggarkan dalam pos

(3) Tunjangan Kesejahtersan Pimpinan dan  Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan
Pasal 25 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dianggarkan dalam pos
Eef«;rkettariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai
eul .

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
¢. belanja modal,

(4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berfaku.

11.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 30A

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima
Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke
Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD
periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.



(2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara sekatigus/tunai atau diangsur setiap bulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Opersional.

Pasai ll
Peraturan Daerah ini mulal berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturdn Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Juni 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

%M

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 69.
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(2 Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara sekaligus/tunai atau diangsur setiap bulan.

(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Senta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
QOpersional.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Pitetapkan di Manggar
/pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR, !

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 Junl 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 7

%\m

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 69.



